BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1.

Eksistensi peraturan perundang undangan di Indonesia dalam
perlindungan data pribadi sebenarnya telah ada, namun tersebar di
berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam
berbagai peraturan apabila peraturan tersebut memuat setiap informasi
pribadi yang berisi nomor KK, NIK (nomor KTP), tanggal/bulan/tahun
lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu
kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting dapat
dikatakan bahwa data pribadi eksis dan data pribadi dalam peraturan
yang bersangkutan wajib dilindungi.

Pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di
Indonesia seyogyanya memiliki tata kearsipan yang sistematis dan efektif
sehingga pelayanan penyajian informasi berkaitan dengan data pribadi
dalam rangka pelaksanaan kegiatan mempunyai arti yang sangat penting
untuk menyusun rencana program pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan
arsip dapat diketahui bermacam-macam informasi yang sudah dimiliki,
dapat ditentukan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan potensi
yang ada secara maksimal. Dalam kaitan dengan Pembentukan hukum
mengenai data pada masa mendatang, pemerintah perlu menciptakan

peraturan-peraturan yang akurat untuk mengantisipasi masalah tersebut
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melalui pembaruan dari hukum yang telah ada dan sesuai dengan
perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju dewasa ini.
Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan data, mengingat

perpindahan data pribadi atau data privasi sangat mudah terjadi.

4.2. Saran

1.

Sebaiknya pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan terkait
data pribadi memperhatikan apa yang di inginkan masyarakat dan sesuai
dengan kultur masyarakat Indonesia. Partisipasi masyarakat penting
dalam peraturan peraturan perundang-undangan terkait data pribadi
sehingga harusnya memberikan ruang masyarakat dalam memberikan ide
dan peraturan tersebut sesuai dengan masyarakat.

Perlu pengaturan yang lebih tegas terhadap penyebarluasan data pribadi
dari penggunaan informasi data pribadi untuk kepentingan komersial
seperti acara/program dan/atau layanan promosi dan penawaran lainnya

dan perlunya ijin terlebih dahulu dari pemilik data.
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